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PUTUSAN

Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Stb

Niken Wulandari binti Zulkifl i, NIK 1205174805870001, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan, 08 Mei 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Besitang Lingkungan At Taqwa, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, sebagai PenggugatWinanda Mayeskha Anyar, SE bin Agung Masbur, NIK 1271112812870002, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu, 28 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam,  pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Karya Jaya Komplek Graha No. B-7, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Stabat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT,  tempat dan tanggal  lahir  Pangkalan Brandan, 08 Mei

1987,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus

Rumah  Tangga,  pendidikan  S1,  tempat

kediaman  di  Jalan  x  Kabupaten  Langkat,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu, 28 Desember

1987,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  pendidikan  S1,  tempat  kediaman  di

Jalan x Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  29 November

2021 yang terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari  itu

juga dengan register perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  secara  agama  Islam  di  Jalan  Besitang

Lingkungan  At  Taqwa,  Kelurahan  Alur  Dua,  Kecamatan  Sei  Lepan,

Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Provinsi
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Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

395/13/IX/2012, tertanggal 08 September 2012;  

2. Bahwa  selama  Penggugat  menikah  dengan  Tergugat  telah  dikaruniai

seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 7 tahun dan anak Penggugat

dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;  

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan  harmonis,  namun  sejak  awal  tahun  2015  hingga  saat  ini  keadaan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang

disebabkan karena : 

a. Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu;  

b. Tergugat menjadi tempramental (suka marah-marah);  

c. Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga

(memukul);  

5. Bahwa karena hal-hal  tersebut  mengakibatkan antara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi;     

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

didamaikan  oleh  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak

berhasil;  

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada awal  bulan Maret  2019 dimana saat itu terjadi  pertengkaran hebat

diantara  mereka  sehingga  mengakibatkan  sejak  awal  bulan  Maret  2019

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi  hingga saat ini  lebih

kurang 2 tahun 8 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

dan kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut

di atas;  

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka

Penggugat  sudah  tidak  nyaman dan tidak  memiliki  harapan  akan dapat
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hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

bahagia dimasa yang akan datang;  

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

       Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

b. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (x)  terhadap

Penggugat (x);  

c. Menetapkan biaya perkara  ini  sesuai  dengan ketentuan hukum

yang berlaku;  

SUBSIDAIR

Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  untuk  keperluan  pemeriksaan  perkara  ini,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  serta  telah  diperintahkan

kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat

dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa,  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  hadir  di  persidangan,

maka  Ketua  Majelis  menjelaskan  tentang  kewajiban,  manfaat  dan  prosedur

mediasi  kepada  Penggugat  dan  Tergugat,  setelah  memahami  penjelasan

tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  menandatangani  pernyataan  tentang

penjelasan  mediasi,  kemudian  atas  kesepakatan  Penggugat  dan  Tergugat,

Ketua Majelis menunjuk Dra. Mirdiah Harianja, M.H. sebagai mediator;

Bahwa, Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  prosedur  mediasi

dengan  bantuan  mediator  bernama  Dra.  Mirdiah  Harianja,  M.H.  namun

berdasarkan  laporan  mediator  kepada  Ketua  Majelis  tanggal  14  Desember

2021, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil

mencapai kesepakatan damai; 
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Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi dan nasehat Majelis

Hakim  tidak  berhasil,  maka  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

persidangan  yang  tertutup  untuk  umum diawali  dengan  dibacakannya  surat

gugatan Penggugat  dengan  register  perkara Nomor  2126/Pdt.G/2021/PA.Stb

tertanggal  29 November 2021 yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap

pada isi surat gugatan Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

 Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali

setentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus  dalam rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  pada  posita

gugatan angka 4 huruf c;

 Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;

 Bahwa Tergugat  keberatan  bercerai  dari  Penggugat,  karena  Tergugat

masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa  atas  replik  Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan  duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  395/13/IX/2012  yang

dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan  Sei  Lepan,  Kabupaten  Langkat,

Provinsi  Sumatera  Utara,  tanggal  08  September  2012.  bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
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dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta

paraf Ketua Majelis;

Bahwa  terhadap  bukti  surat  yang  diajukan  Penggugat  tersebut,

Tergugat mengakui kebenaran isinya;

B.Saksi

Saksi  1,  x,  umur  60  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Pensiunan  PNS,  tempat  kediaman  Gg  Bersama  Kelurahan  Alur  Dua

Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa

ia adalah ibu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang

menikah secara syariat Islam pada bulan September 2012 di Kecamatan

Sei Lepan, Kabupaten Langkat; 

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah saksi dan tidak pernah pindah; 

- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

satu orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran di antara mereka; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat

dengan Tergugat dari  pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat

kepada  saksi  karena  saksi  tidak  pernah  melihat  ataupun  mendengar

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat adalah karena Tergugat suka memakai narkoba dan menjadi

temperamental (suka marah-marah); 

- Bahwa  bentuk  pertengkaran  yang  sering  terjadi  antara  Penggugat

dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut; 
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- Bahwa  sejak  awal  bulan  Maret  2019  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

tinggal  bersama  lagi  hingga  saat  ini  lebih  kurang  2  tahun  8  bulan

lamanya; 

- Bahwa yang  pergi  meninggalkan  kediaman bersama adalah  Tergugat

setelah  bertengkar  hebat  dengan  Penggugat,  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  dan  kembali  tinggal  dengan  orang  tua

Tergugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi

bertemu atau berkomunikasi; 

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak

berhasil; 

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat;

Saksi  2,  x,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  Jalan  Besitang  Pangkalan

Brandan  Desa  Puraka  Kecamatan  Sei  Lepan  Kabupaten  Langkat,  dan

saksi menerangkan bahwa ia adalah ART Penggugat bersedia  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

isteri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2012 di Kecamatan

Sei Lepan, Kabupaten Langkat; 

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah tempat tinggal; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu

orang anak; 

- Bahwa  sejak  awal  bulan  Maret  2019  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

tinggal  bersama  lagi  hingga  saat  ini  lebih  kurang  2  tahun  8  bulan

lamanya; 

- Bahwa yang  pergi  meninggalkan  kediaman bersama adalah  Tergugat

setelah  bertengkar  hebat  dengan  Penggugat,  Tergugat  pergi
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meninggalkan  Penggugat  dan  kembali  tinggal  dengan  orang  tua

Tergugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi

bertemu atau berkomunikasi;

- Bahwa  yang  menjadi  penyebab  Penggugat  berpisah  tempat  tinggal

dengan Tergugat karena sejak awal tahun 2015 rumah tangga mereka

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di

antara mereka; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat

dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  suka  memakai  narkoba  dan  suka

marah-marah bahkan Tergugat pernah hampir memukul Penggugat; 

- Bahwa  bentuk  pertengkaran  yang  sering  terjadi  antara  Penggugat

dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut; 

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak

berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai; 

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat, karena Penggugat tidak ingin rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat

tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya

dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa,  Tergugat tidak  mengajukan  bukti-bukti  dalam  perkara  ini

meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa,  Penggugat telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan

yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon

kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
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Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada  pokoknya  keberatan  bercerai  dari  Penggugat karena  Tergugat masih

sayang, tetapi Tergugat menyatakan menerima apapun putusan Pengadilan;

Bahwa,  untuk   mempersingkat   uraian   dalam  putusan  ini,  Majelis

Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan

kepada  Penggugat dan  Tergugat untuk  menghadap  ke  persidangan  telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat hadir secara in person menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  sengketa  di  bidang

perkawinan, dan  Penggugat berdomisili  di wilayah hukum  Pengadilan Agama

Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
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dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  tidak  ada  harapan

untuk hidup rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  secara  lisan,  Tergugat

mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sampai  akhirnya  terjadi  pisah

tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan  Tergugat  selama  kurang  dua  tahun

delapan bulan karena Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  dan kembali

tinggal dengan orang tua Tergugat;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat,  Tergugat  telah

memberikan  jawaban  yang  pada  pokoknya  Tergugat  mengakui  adanya

pertengkaran  dalam rumah tangganya  dan  mengakui  sebahagian  penyebab

terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam

gugatannya dengan membantah dalil  posita angka 4 huruf c,  yaitu Tergugat

tidak pernah memukul Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan

dalam bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  Tergugat

telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil  gugatan

Penggugat  dengan  membantah  penyebab  terjadinya  pertengkaran

sebagaimana  dalil  posita  angka  4  huruf  c  yang  tertera  pada  bagian  duduk

perkara,  Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat

dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula, sehingga dalil-dalil

yang  diakui  oleh  Tergugat  tersebut  dinyatakan  telah  terbukti  berdasarkan
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ketentuan Pasal 311 R.Bg., meskipun Tergugat menyatakan dalam jawabannya

keberatan untuk bercerai dari Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  pengakuan

dalam  perkara  perceraian  bukanlah  merupakan  bukti  yang  sempurna  dan

mengikat, akan tetapi sebagai bukti permulaan yang menunjukkan telah terjadi

perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat, oleh  karenanya  kepada

Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-

dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa dalam perkara ini  Penggugat  adalah pihak yang

mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283

R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

diwajibkan  dan  diperintahkan  untuk  membuktikan  setiap  dalil-dalil  dalam

gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah

mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya

satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan

Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata cocok sesuai dengan

aslinya  dan  telah  dibubuhi  meterai  cukup,  dan  bukti  surat  tersebut  tidak

dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai

bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868

KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk

itu harus dinyatakan terbukti  bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta

merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (legitima persona standi in

judicio),  maka Majelis  berpendapat  bukti  P sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan

bukti dua orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat melihat dan

mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, dua orang saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat
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telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lamanya dan tidak pernah

lagi  berkomunikasi  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  disebabkan  karena

masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan

rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  bukti  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Penggugat

tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan

Pasal 175 R.Bg  jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum Islam (KHI),  dengan demikian Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  tersebut  dapat

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  yang  dihadirkan

Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan mengenai terjadinya

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi

mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya

berasal  dari  pengaduan  Penggugat  dan  pengakuan  Tergugat  saja  kepada

saksi,  saksi  juga  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah

tempat  tinggal  sejak  dua  tahun  delapan  bulan  yang  lalu  sampai  dengan

sekarang, keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu tersebut saling

bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut

dapat  dipertimbangkan  sebagai  sebuah  persangkaan  bahwa  kondisi  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang,  bahwa  meskipun  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor

308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de

auditu tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  langsung,  namun

penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang,  bahwa  meskipun  kesaksian  saksi  pertama  Penggugat

tersebut testimoniun de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi

dari  tangan  pertama  (first  hand  hearsay),  yaitu  orang  yang  mengalami

langsung,  maka  dalam  Common  Law  secara  eksepsional  dan  berdasarkan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  239  K/Sip/1973

tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat

dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena
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itu  secara  eksepsional  kesaksian  tersebut  dapat  diterima.  Karena  itu  pula

penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  Penggugat  mengenai

pokok permasalahan perkara ini penyebab pertengkarannya adalah fakta yang

diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.  sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-

dalil  gugatan  adalah  fakta  yang  dilihat/didengar/dialami  sendiri  dan  relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg.,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah

memberikan  keterangan  secara  terpisah  sebagaimana  ketentuan  Pasal  171

R.Bg.,  oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi

ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang,  bahwa Tergugat   tidak mengajukan bukti-bukti  apapun di

persidangan,  meskipun  kesempatan  untuk  itu  telah  diberikan  oleh  Majelis

Hakim  dengan  seluas-luasnya  kepada  Penggugat  dan  Tergugat,  oleh

karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat  Tergugat   tidak  menggunakan  hak

pembuktiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan  Penggugat, jawaban

Tergugat, replik Penggugat  dan duplik Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan

Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai

berikut :

 Bahwa Penggugat   dan Tergugat   adalah suami  isteri,  menikah pada

tanggal 08 September 2012, yang dicatat di KUA Kecamatan Sei Lepan,

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
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 Bahwa sejak awal tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat

suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat menjadi tempramental

(suka marah-marah), bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam

rumah tangga (memukul);

 Bahwa  sejak  awal  bulan  Maret  2019  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya;

 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

didamaikan  oleh  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak

berhasil ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

 Bahwa  Penggugat  memiliki  kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk

mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat ;

 Bahwa  alasan  Penggugat   mengajukan  perkara  ini  telah  memenuhi

maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

 Bahwa  upaya  damai  oleh  Majelis  Hakim  maupun  melalui  prosedur

mediasi  sebagaimana  kehendak  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  sudah  dilaksanakan,  akan  tetapi  tidak

berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan

kembali;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  pada  pokoknya  menyatakan  dalam

jawaban  dan  kesimpulannya  keberatan  bercerai  dari  Penggugat,  namun

Tergugat  menyatakan  menerima  apapun  putusan  Pengadilan  atas  gugatan

Penggugat, Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan

untuk  mendukung  dalil-dalil  bantahan  Tergugat  meskipun  telah  diberikan

kesempatan untuk itu, sedangkan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan

di atas;
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Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut

Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  patut  dinyatakan  bahwa

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  mengalami  keretakan,  akibat

perselisihan  dan  pertengkaran  hingga  terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama

sembilan bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena

keduanya  sudah  tidak  saling  mempedulikan  bahkan  Penggugat  telah

menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  dimaksudkan  untuk

memberikan  ketenteraman  kepada  suami  dan  isteri,  namun  kondisi  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya

sudah tidak  mendatangkan ketenteraman,  bahkan justru  hanya memberikan

penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karena itu perceraian

menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

 Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah memenuhi  ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf

(f)  dan Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, serta Pasal 105 huruf a

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum tersebut  juga  telah  sesuai  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I  Nomor 534 K/Pdt/1996  tanggal  18  Juni

1996  yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: “Bahwa dalam hal

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena

salah  satu  pihak telah  meninggalkan pihak yang lain,  tetapi  yang  perlu

dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka

perkawinan  itu  sendiri  sudah  pecah  maka  tidak  mungkin  dapat

dipersatukan  lagi,  meskipun  salah  satu  pihak  menginginkan  perkawinan

supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang

menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik

agar perkawinan itu tetap pecah”
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2. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

237.K/AG/1998,  tanggal  17  Maret  1999,  memberikan  kaidah  hukum

“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi

hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta

untuk mengabulkan gugatan Penggugat”; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  berkesimpulan  kualitas  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  telah  sampai  pada  pertengkaran  dan  perselisihan

yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah

memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang

terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237

K/AG/1998  tanggal  17  Maret  1999  yang  berbunyi  :  “Perceraian  dapat

dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975,  maka  Majelis  berpendapat  gugatan  Penggugat  patut

untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena  Penggugat  belum pernah bercerai  dengan

Tergugat,  dikaitkan dengan ketentuan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi

Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  talak  yang  dijatuhkan  Pengadilan

Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh  Pengadilan

Agama  Stabat adalah  talak  satu  bain  sughra,  maka  sebagaimana  maksud

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan

tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-

Halaman. 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp510.000,00 ( lima ratus sepuluh ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari  Selasa tanggal 21 Desember

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan

Drs.  H.  Badaruddin  Munthe,  S.H.,  M.H,  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota,  putusan tersebut  diucapkan pada hari  dan tanggal  itu  juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.
Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H
Panitera Pengganti

Hj. Nurleli, S.H.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
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-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 390.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 510.000,00

       (lima ratus sepuluh ribu rupiah) 
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